
BUPATI LAMONGAN 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 3-J TAHUN 2015 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa, dan 
Pasal 170 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu 
menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pembangunan Desa dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lerobaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123) sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa; 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 694); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Desa; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2007 Nomor 10/E) ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA. 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan. 
3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 
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4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 
kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
clan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, 
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk 
menyepakati ha! yang bersifat strategis. 

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah 
antara BPD, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, 
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai 
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat 
Desa, dan/atau APBD. 

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 
BPD. 

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan 
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan desa. 

14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan 
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan 
oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, 
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan 
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 
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15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan 
data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan 
berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan 
lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. 

17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang 
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, 
kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. 

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat 
RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk 
jangka waktu 6 (enam) tahun. 

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, 
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun. 

20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi 
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan 
diusulkan pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui 
mekanisme perencanaan pembangunan daerah. 

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli 
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah. 

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat 
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

25. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 
perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus. 

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 
pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 

27. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945. 

28. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
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Pasal 2 

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai 
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 
pembangunan daerah. 

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh 
masyarakat Desa dengan seniangat gotong royong. 

(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan pembangunan Desa. 

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2), pemerintah Desa 
didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan 
oleh satuan kerja perangkat daerah. 

(5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga 
pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, 
dan/ atau pihak ketiga. 

~ (6) Cam.at melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) di wilayahnya. 

Pasal 3 

Pembangunan Desa sebagai:r;nana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup 
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan 
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat 
Desa. 

BAB II 
PERENCANMN PEMBANGUNAN DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal4 

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: 
a. RPJM Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun; dan 
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut 

RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 

(2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

( 1) Dal am rangka 
dimaksud dalam 
yang meliputi: 

Pasal 5 

perencanaan pembangunan Desa sebagaimana 
Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan 

a. penyusunan RPJM Desa; dan 
b. penyusunan RKP Desa. 

(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a ditetapkan 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
pelantikan kepala Desa. 
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(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun 
berjalan. 

Bagian Kedua 
Penyusunan RPJM Desa 

Paragraf 1 
Umum 
Pasal6 

( 1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah 
kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi 
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), antara lain: 
a. penetapan dan penegasan batas Desa; 
b. pendataan Desa; 
c. penyusunan tata ruang Desa; 
d. penyelenggaraan musyawarah Desa; 
e. pengelolaan informasi Desa; 
f. penyelenggaraan perencanaan Desa; 
g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan 

Desa; 
h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa; 
1. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan 
j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. 

(3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain: 
a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan 

lingkungan Desa antara lain: 
1. tambatan perahu; 
2. jalan pemukiman; 
3. jalan Desa an tar permukiman ke wilayah pertanian; 
4. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan 
5. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. 

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana kesehatan antara lain: 
1. air bersih berskala Desa; 
2. sanitasi lingkungan; 
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan 
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa. 

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
1. taman bacaan masyarakat; 
2. pendidikan anak usia dini; 
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
4. pengembangan clan pembinaan sanggar seni; dan 
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai 

kondisi Desa. 
d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, 

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi 
antara lain: 
1. pasar Desa; 



2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa; 
3. penguatan permodalan BUM Desa; 
4. pembibitan tanaman pangan; 
5. penggilingan padi; 
6. lumbung Desa; 
7. pembukaan lahan pertanian; 
8. pengelolaan usaha hutan Desa; 
9. kolam ikan clan pembenihan ikan; 
10. kapalpenangkapikan; 
I I. cold storage (gudang pendingin); 
12. tern pat pelelangan ikan; 
13. kandang ternak; 
14. instalasi biogas; 
15. mesin pakan ternak; 
16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. 

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1. penghijauan; 
2. pembuatan terasering; 
3. pemeliharaan hutan bakau; 
4. perlindungan mata air; 
5. pembersihan daerah aliran sungai; 
6. perlindungan terumbu karang; dan 
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. 

(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: 
a. pembinaan lembaga kemasyarakatan; 
b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; 
c. pembinaan kerukunan umat beragama; 
d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 
e. pembinaan lembaga adat; 
f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan 
g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa. 

(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: 
a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; 
b. pelatihan teknologi tepat guna; 
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c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, 
perangkat Desa, dan BPD; 

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: 
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa; 
2. kelompok usaha ekonomi produktif; 
3. kelompok perempuan; 
4. kelompok tani; 
5. kelompok masyarakat miskin; 
6. kelompok nelayan; 
7. kelompok pengrajin; 
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 
9. kelompok pemuda;dan 
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa. 

Pasal 7 

( 1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan 
mengikutsertakan unsur rhasyarakat Desa. 
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(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan 
prioritas program dan kegiatan daerah. 

(3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 
a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa; 
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 
c. pengkajian keadaan Desa; 
d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah 

Desa; 
e. penyusunan rancangan RPJM Desa; 
f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan Desa; dan 
g. penetapan RPJM Desa. 

Paragraf 2 
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 

Pasal 8 

( 1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa. 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 

a. kepala Desa selaku pembina; 
b. sekretaris Desa selaku ketua; 
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan 
d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan 

masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur 
masyarakat lainnya. 

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 
(tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. 

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mengikutsertakan perempuan. 

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa. 

Pasal9 

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah; 
b. pengkajian keadaan Desa; 
c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan 
d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa. 

Paragraf 3 
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten 

Pasal 10 

( 1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan 
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a. 

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan 
pembangunan daerah dengan pembangunan Desa. 

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/ atau mendapatkan 
informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah. 
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(4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi: 
a. rencana pembangunan jangka menengah daerah; 
b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; 
c. rencana umum tata ruang wilayah daerah; 
d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan 
e. rencana pembangunan kawasan perdesaan. 

Pasal 11 

(!) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 
dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan 
kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa. 

(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan 
pembangunan yang akan masuk ke Desa. 

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa. 

Paragraf 4 
Pengkajian Keadaan Desa 

Pasal 12 

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b. 

(2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. 

(3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
meliputi kegiatan sebagai Perikut: 
a. penyelarasan data Desa; 
b. penggalian gagasan masyarakat; dan 
c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 

(4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa 
dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. 

Pasal 13 

(1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(3) huruf a dilakukan melalui kegiatan: 
a. pengambilan data dari dokumen data Desa; 
b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini. 

(2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber 
daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan 
sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. 

(3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan daJam format data Desa. 

(4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi 
lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 
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(5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka 
penyusunan perencanaan pembangunan Desa. 

Pasal 14 

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan 
peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang 
dihadapi Desa. 

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana 
kegiatan. 

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa. 

Pasal 15 

( 1) Penggalian gagasan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan 
secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa 
sebagai sumber data dan informasi. 

(2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/ a tau musyawarah 
khusus unsur masyarakat. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain: 
a. tokoh agama; 
b. tokoh masyarakat; 
c. tokoh pendidikan; 
d. kelompok tani; 
e. kelompok nelayan; 
f. kelompok perajin; 
g. kelompok perempuan; 
h. kelompok pemerhati dan pelindungan anak; 
1. kelompok masyarakat miskin;dan 
J. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial 

budaya masyarakat Desa. 
(4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap 

musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 16 

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan 
dengan cara diskusi kelompok secara terarah. 

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan 
sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai 
alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. 

(3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka meningkatkan 
kualitas hasil penggalian gagasan. 
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(4) Dalam ha! terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat 
menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan masyarakat Desa. 

Pasal 17 

( 1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana 
kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. 

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan 
dalam format usulan rencana kegiatan. 

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 

Pasal 18 

(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian 
keadaan Desa. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam 
berita acara. 

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen: 
a. data Desa yang sudah diselaraskan; 
b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke 

Desa; 
c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan 
d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari 

dusun dan/ atau kelompok masyarakat. 

Pasal 19 

(1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil 
pengkajian keadaan Desa. 

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima 
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka 
penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa. 

Paragraf 5 
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa 

melalui musyawarah Desa 
Pasal20 

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil 
pengkajian keadaan desa. 

(2) Musyawarah Desa sebagai.mana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa. 

Pasal 21 

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas 
dan menyepakati sebagai berikut: 
a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa; 
b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari 

visi dan misi kepala Desa; dan 
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c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (!) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah 
yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 

(3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), membahas sebagai berikut: 
a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa; 
b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) 

tahun; 
c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan 
d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh 

perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, 
dan/ atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 

Pasal 22 

(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara. 

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi 
pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. 

Paragraf 6 
Penyusunan Rancangan RPJM Desa 

Pasal23 

(I) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa 
berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. 

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. 

(3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil 
penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen 
rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh 
tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa. 

Pasal24 

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah 
disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23. 

(2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan 
kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan 
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam ha! rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, 
dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. 



Paragraf 7 
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa 
Pasal25 
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(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan 
menyepakati rancangan RPJM Desa. 

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur 
masyarakat. 

(3) Unsur masyarakat sebagalmana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. tokoh agama; 
b. tokoh masyarakat; 
c. tokoh pendidikan; 
d. perwakilan kelompok tani; 
e. perwakilan kelompok nelayan; 
f. perwakilan kelompok perajin; 
g. perwakilan kelompok perempuan; 
h. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan 
i. perwakilan kelompok masyarakat miskin. 

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan 
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat. 

Pasal 26 

(1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. 

(2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. 

Paragraf 8 
Penetapan dan perubahan RPJM Desa 

Pasal 27 

( 1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan 
perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil 
kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. 

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
lampiran rancangan peratllran Desa tentang RPJM Desa. 

(3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa tentang RPJM Desa. 

Pasal28 

( 1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: 
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a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis 
ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau 

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah. 

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas 
dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa 
dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa. 

Bagian ketiga 
Pen:yusunan RKP Desa 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal29 

( 1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM 
Desa. 

(2) RKP Desa disusun oleh pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari 
pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana 
kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 
daerah. 

(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun 
berjalan. 

(4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir 
bulan September tahun berjalan. 

(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. 

Pasal30 

(1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan 
masyarakat Desa. 

(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 
a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui 

musyawarah Desa; 
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa; 
c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan 

program/kegiatan masuk ke Desa; 
d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 
e. penyusunan rancangan RKP Desa; 
f. penyusunan RKP Pesa melalui musyawarah perencanaan 

pembangunan Desa; 
g. penetapan RKP Desa; 
h. perubahan RKP Desa; dan 
1. pengajuan daftar usulan RKP Desa. 

Paragraf 2 
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui 

Musyawarah Desa 
Pasal 31 

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan 
rencana pembangunan Desa. 
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(2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan 
daftar usulan RKP Desa. 

(3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan. 

Pasal 32 

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa; 
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan 
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan 

keahlian yang dibutuhkan. 
(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat 

berasal dari warga masyarakat Desa dan/ atau satuan kerja perangkat 
daerah. 

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan 
dalam berita acara. 

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman 
kepala Desa dalam menyusun RKP Desa. 

Paragraf 3 
PembentukaJi Tim Penyusun RKP Desa 

Pasal 33 

(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa. 
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. kepala Desa selaku pembina; 
b. sekretaris Desa selaku ketua; 
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan 
d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan 

masyarakat, kacler pemberclayaan masyarakat clesa, clan unsur 
masyarakat. 

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 
(tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang. 

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan 
perempuan. 

(5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat 
bulan Juni tahun berjalan'. 

(6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. 

Pasal34 

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. pencermatan pagu inclikatif desa clan penyelarasan program/kegiatan 

masuk ke clesa; 
b. pencermatan ulang clokumen RPJM Desa; 
c. penyusunan rancangan RKP Desa; clan 
cl. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. 



Paragraf 4 
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/ 

Kegiatan Masuk ke Desa 
Pasal 35 

(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari daerah tentang: 
a. pagu indikatif Desa; dan 
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b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi, dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa. 

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterima 
kepala Desa dari pemerintah daerah paling lambat bulan Juli setiap 
tahun berjalan. 

Pasal36 

(1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi: 
a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN; 
b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari 

dana perimbangan yang diterima daerah; 
c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan 
d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah provinsi dan AF'BD. 
(2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana 

program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang meliputi: 
a. rencana kerja pemerintah daerah; 
b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi dan pemerintah daerah; 
c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD. 

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
ke dalam format pagu indikatif Desa. 

(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan 
ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa. 

(5) Berdasarkan basil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana 
pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan 
RKP Desa. 

Pasal37 

( 1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam 
hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). 

(2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah 
Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan 
sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember 
tahun berjalan. 



Paragraf 5 
Pencermatan Ulang RPJM Desa 

Pasal38 
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( 1) Tim penyusunan RKP Desa mencerrnati skala prioritas usulan rencana 
kegiatan pembangunan · Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran 
berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. 

(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi 
dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP 
Desa. 

Paragraf 6 
Penyusunan Rancangan RKP Desa 

Pasal 39 

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada: 
a. hasil kesepakatan musyawarah Desa; 
b. pagu indikatif Desa; 
c. pendapatan asli Desa; 
d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provms1, dan 

pemerintah daerah; 
e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD; 
f. basil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 
g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan 
h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 

Pasal40 

(1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan 
Desa sesuai jenis rencana kegiatan. 

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekurang­
kurangnya meliputi: 
a. ketua; 
b. sekretaris; 
c. bendahara; dan 
d. anggota pelaksana. 

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
mengikutsertakan perempuan. 

Pasal 41 

( 1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian: 
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh 

Desa; 
c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola 

melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; 
d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh 

Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan 

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa 
dan/atau unsur masyarakat Desa. 
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(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di 
bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam 
rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, 
satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pembangunan 
infrastruktur dan/ atau tenaga pendamping profesional. 

(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam format rancangan RKP Desa. 

Pasal 42 

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. 

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) untuk kerjasama an tar Desa disusun dan 
disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama 
antar Desa. 

(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi. 

Pasal 43 

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan 
pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada 
Pemerintah, pemerintah daerah prov1ns1, clan/ atau pemerintah 
daerah. 

(2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. 

( 4) Rancangan daftar usulan RKP Desa se bag aim an a dimaksud pad a ayat 
(3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan 
RKP Desa. 

Pasal 44 

( 1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara ten tang hasil 
penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan 
RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa. 

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 
tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa. 

Pasal 45 

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44. 

(2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan 
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan 
musyawarah perencanaan pembangunan Desa. 



Paragraf 7 
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa 
Pasal46 
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( 1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan 
menyepakati rancangan RKP Desa. 

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur 
masyarakat. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. tokoh agama; 
b. tokoh masyarakat; 
c. tokoh pendidikan; 
d. perwakilan kelompok tani; 
e. perwakilan kelompok nelayan; 
f. perwakilan kelompok perajin; 
g. perwakilan kelompok perempuan; 
h. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan 
i. perwakilan kelompok masyarakat miskin. 

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan 
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat. 

Pasal 47 

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) 
memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. 

(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi 
prioritas program dan kegiatan yang didanai: 
a. pagu indikatif Desa; 
b. pendapatan asli Desa; 
c. swadaya masyarakat Desa; 
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan 
e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/ atau 

pemerintah daerah. 
(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat 
Desa yang meliputi: 
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; 
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang 
tersedia; 

d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; 
f. pendayagunaan sumber daya alam; 
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; 
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h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarak.at 
Desa berdasarkan keb'Utuhan masyarakat Desa; dan 

1. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan 
Desa. 

Pasal 48 

( 1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dituangkan dalam berita 
acara. 

(2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan 
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil 
kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa 
se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1). 

(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 
lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa. 

(4) Kepala Desa menyusun -rancangan peraturan Desa tentang RPJM 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan 
BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa. 

Paragraf 8 
Perubahan RKP Desa 

Pasal49 

(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal: 
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis 

ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau 
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah. 
(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa 

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa 
melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyru 

kewenangan terkait dengan kejadian khusus; 
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang 

terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; 
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan 

RAB;dan 
d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan. 

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan 
mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan 

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah 
daerah; 

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang 
terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah 
daerah; 

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan 
RAB;dan 

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan. 
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Pasal50 

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan 
pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 49. 

(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya 
peristiwa khusus dan/ atau terjadinya perubahan mendasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1). 

(3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 
peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan. 

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar 
dalam penyusunan perubahan APB Desa. 

Paragraf9 
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa 

Pasal 51 

(1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 kepada Bupati melalui Carnal. 

(2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan. 

(3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan 
pembangunan kecamatan dan daerah. 

(4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil 
pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3). 

(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa 
setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan 
di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. 

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah 
desa paling lam.bat bulan Juli tahun anggaran berikutnya. 

BAB Ill 
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal52 

( 1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang 
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan 
b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. 

(3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, 
kerjasama antar Desa dan/ atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 



( 4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan 
pem bangunan Des a se bag aim an a dimaksud pad a ayat 
sejak ditetapkan APB Desa. 

Pasal53 
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pelaksanaan 
(1) terhitung 

(1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/ atau 
program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari 
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah. 

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyatakan pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah 
diin tegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor 
dan/ atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa. 

(3) Dalam hal ketentuan _sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah 
didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan 
untuk mengurus. 

(4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah 
Desa yang diselenggarakan oleh BPD. 

(5) Dalam ha! pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan 
program sektor dan/ atau program daerah, kepala Desa dapat 
mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak 
disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud. 

(6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) kepada Bupati melalui Camat. 

Pasal 54 

( 1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/ a tau 
program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. 

(2) Pelaksanaan program sektor dan/ a tau program daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau 
unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Bagian Kedua 
Tahapan Persiapan 

Tahapan persiapan meliputi: 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal55 

a. penetapan pelaksana kegiatan; 
b. penyusunan rencana kerja; 
c. sosialisasi kegiatan; 
d. pembekalan pelaksana kegiatan; 
e. penyiapan dokumen administrasi; 
f. pengadaan tenaga kerja; dan 
g. pengadaan bahan/material. 



Paragraf 2 
Penetapan Pelak.sana Kegiatan 

Pasal56 
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(1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang 
tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB 
Desa. 

(2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan 
kepala Desa. 

(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili 
keluar Desa, dan/ atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat 
mengubah pelaksana kegiatan. 

Pasal 57 

Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan 
persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan. 

Paragraf 3 
Penyusunan Rencana Kerja 

Pasal 58 

( 1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa. 
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara 

lain: 
a. uraian kegiatan; 
b. biaya; 
c. waktu pelaksanaan; 
d. lokasi; 
e. kelompok sasaran; 
f. tenaga kerja; dan 
g. daftar pelaksana kegiatan. 

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan 
dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan 
kepala Desa. 

Paragraf 4 
Sosialisasi Kegiatan 

Pasal 59 

( 1) Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan 
rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. 

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara 
lain melalui: 
a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa; 
b. musyawarah dusun; 
c. musyawarah kelompok; 
d. sistem informasi Desa berbasis website; 
e. papan informasi desa; dan 
f. media lain sesuai kondisi Desa. 



Paragraf 5 
Pembekalan Pelaksana Kegiatan 

Pasal 60 
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( 1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di 
Desa. 

(2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah 
melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan pembimbingan teknis. 

(4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
antara lain meliputi: 
a. kepala Desa; 
b. perangkat Desa; 
c. BPD; 
d. pelaksana kegiatan; 
e. panitia pengadaan barang dan jasa; 
f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
g. lembaga pemberdayaan masyarakat. 

Pasal 61 

(1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain: 
a. pengelolaan keuangan Desa; 
b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan 
c. pembangunan Desa. 

(2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, antara lain teknis 
pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan 
pertanggungjawaban keuangan. 

se bagaimana 
administrasi 

dokumen 

(3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis 
administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan 
batas desa. 

(4) Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna 
dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang 
dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan 
informasi Desa. 

Paragraf 6 
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan 

Pasal 62 

( 1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi 
kegiatan. 

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa. 

(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sekurang-kurangnya meliputi: 
a. dokumen RKP Desa beserta lampiran; 
b. dokumen APB Desa; 
c. dokumen administrasi keuangan; 
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d. dokumentasi foto / gambar sebelum kegiatan pembangunan 
dilakukan; 

e. daftar masyarakat penerima manfaat; 
f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan 

pekerjaan; 
g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga 

masyarakat kepada Desa atas lahan/ tanah yang menjadi aset 
Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa; 

h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan 
Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan 
pembangunan Desa; 

1. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga 
masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi 
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan 
Desa; 

J. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi 
dan/ atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan 
Desa;dan 

k. laporan basil analisis sederhana perihal dampak sosial dan 
lingkungan. 

Paragraf 7 
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/ Material 

Pasal63 

Pelak.sanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan 
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta 
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. 

Pasal 64 

( 1) Pelaksana kegiatan mendayagunak.an sumberdaya manusia yang ada 
di Desa sekurang-kurangnya melakukan: 
a. pendataan kebutuhan tenaga kerja; 
b. pendaftaran calon tenaga kerja; 
c. pembentukan kelompok kerja; 
d. pembagian jadwal kerja; dan 
e. pembayaran upah dan/ atau honor. 

(2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/ atau honor 
yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. 

Pasal65 

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di 
Desa, sekurang-kurangnya melakukan: 
a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan; 
b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan 
c. menentukan cara pengadaan material/bahan. 

(2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa 
yang ditetapkan dalam APB Desa. 
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Pasal 66 

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong 
masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan: 
a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, 

sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur 
masyarakat; 

b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/ atau pihak ketiga 
yang berbentuk barang; 

c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga; 
d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan 
e. penetapan jadwal kerja. 

(2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai 
dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan 
dalam APB Desa. 

Pasal 67 

(1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang­
kurangnya mengadministrasikan dokumen: 
a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa 

dan/ a tau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/ tanah yang 
menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa 
dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa; 

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau 
pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan 
pribadi dan/ atau tanaman yang terkena dampak kegiatan 
pembangunan Desa. 

(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a 
dilakukan melalui APB Desa. 

Pasal 68 

(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan 
hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan 
pribadi dan/ atau tanaman yang terkena dampak kegiatan 
pembangunan Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1), dilakukan dengan cara: 
a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan 
b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman. 

(3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak 
rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
melalui APB Desa. 

(4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
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Pasal69 

( 1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan 
sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya 
dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola. 

(2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
tidak dapat dilakukan oleh kepala Desa, diselenggarakan pengadaan 
barang dan/ataujasa. 

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

Paragraf 1 
Umum 
Pasal 70 

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang 
sekurang-kurangnya meliputi: 
a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan; 
b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa; 
c. perubahan pelaksanaan kegiatan; 
d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah; 
e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 
f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka 

pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan 
g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan. 

Paragraf 2 
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan 

Pasal 71 

(1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam 
rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan. 

(2) Pembahasan sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa. 

(3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana 
Desa yang bersumber dari APBN. 

Pasal 72 

( 1) Ra pat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antara 
lain: 
a. perkembangan pelak:sanaan kegiatan; 
b. pengaduan masyarak:at; 
c. masalah, kendala dan hambatan; 
d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan 
e. perubahan kegiatan. 
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(2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi 
perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa. 

Paragraf 3 
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa 

Pasal 73 

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan 
tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh 
tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan 
dokumen RKP Desa. 

(3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), kepala Desa mengutarnakan pemanfaatan tenaga ahli yang 
berasal dari masyarakat Desa. 

(4) Dalam ha! tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui camat 
perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur 
yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah yang membidangi 
pekerjaan umum dan/ atau tenaga pendamping profesional. 

Pasal 74 

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan 
dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/ a tau seluruh hasil 
pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 
(tiga) tahap meliputi: 
a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat 

puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; 
b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan 

puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan 
c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus 

per seratus) dari keseluruhan target kegiatan. 
(3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan 

pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa. 

Paragraf 4 
Peru bah an Pelaksanaan Kegiatan 

Pasal 75 

( 1) Pemerintah daerah menetapkan peraturan ten tang kejadian khusus 
yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan 
di desa dalam pembangunan desa dalam ha! terjadi: 
a. kenaikan harga yang tidak wajar; 
b. kelangkaan bahan material; dan/ atau 
c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir 

dan/atau kerusuhan sosial. 
(2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 76 

( 1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan 
pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75. 

(2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
dengan ketentuan: 
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB 

Desa dilakukan melalui: 
1. swadaya masyarakat, 
2. bantuan pihak ketiga, dan/atau 
3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provms1, 

dan/ atau pemerintah daerah. 
b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; 

dan 
c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan 

kegiatan disetujui oleh kepala Desa. 
(3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam ha! 

pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 

Pasal 77 

( 1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan 
menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76. 

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan 
dalam berita acara. 

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan 
gambar desain clan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal 
terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan 
infrastruktur Desa. 

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi 
kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan. 

(5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. 

Paragraf 5 
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah 

Pasal 78 

(1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat 
clan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan 
Desa. 

(2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian 
masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 
meliputi kegiatan: 
a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat; 
b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan 

masyarakat; 
c. penetapan status masalah; dan 
d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah. 

(3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 
a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; 
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b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana 
kegiatan; 

c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan 
penyelesaian masalah; 

d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan 
e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah. 

(4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan Iokal dan 
pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa. 

(5) Dalam ha! musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan 
dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. 

Paragraf 6 
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Pasal 79 

( 1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa. 

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana 
kegiatan. 

(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun 
berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang 
diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 80 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam 
format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. 

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri 
dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang 
sekurang-kurangnya meliputi: 
a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran; 
b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% 

yang diambil dari sudut pengambilan yang sama; 
c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau 

melakukan kegiatan secara beramai-ramai; 
d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan 

pembangunan Desa; 
e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung 

kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan 
f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa. 

(3) Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa 
berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

Paragraf 7 
Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 
Pasal 81 

( 1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan 
pembangunan Desa. 
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(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan 
Desember tahun anggaran berikutnya. 

(3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akbir pelaksanaan 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: 
a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala 

Desa;dan 
b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala 

Desa dengan disaksikan oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. 
(4) Kepala Desa menyampaikan kepada BPD tentang laporan pelaksanaan 

pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

PasaJ 82 

(I) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan 
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4). 

(2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
-,. disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa. 

(3) BPD, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa 
membahas dan menyepak:ati tanggapan dan masukan masyarakat 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan 
dalam berita acara. 

(5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan 
perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan 
musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Paragraf 8 
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan 

Pembangunan Desa 
PasaJ 83 

(1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan 
dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan 
pembangunan Desa. 

(2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan dengan cara: 
a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu 

dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya; 
b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian 

dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan 
c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil 

pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. 
(3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa. 
(4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil 

kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. 



BAB IV 
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA 

Pasal 84 
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(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, dan 
pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (!), 
dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara 
partisipatif oleh masyarakat Desa. 

(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan Pembangunan Desa. 

(4) Hasil pengawasan clan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2),· menjadi dasar pembahasan musyawarah 
Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. 

Pasal85 

(1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan 
pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan 
pelaksanaan pembangunan Desa. 

(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP 
Desa. 

(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang 
dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, 
pengelolaan administrasi keuangan, peng1nman bahan/material, 
pembayaran upah, dan ku.alitas hasil kegiatan pembangunan Desa. 

(4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan 
Desa. 

Pasal86 

( 1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara: 
a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan Desa; 
b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap 

laporan realisasi pelaksanaan APB Desa; 
c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan 

pembangunan Desa; dan 
d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa. 

(2) Dalam hal terjadi ketetlambatan perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
akibat keti,dakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, Bupati 
melakukan: 
a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala Desa; 
b. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal 

mempercepat perencanaan pembangunan Desa untuk memastikan 
APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan 
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c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal 
mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan 
penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis 
dilakukan oleh Camat. 

Pasal 87 

Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 88 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan 
sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa 
berlakunya. 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang suclalt 811a 
dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, 
dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam 
Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal89 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Lamongan. 

pengundangan 
Berita Daerah 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Lamongan 

Diundangkan di Lamongan 
Pada tanggal 2 September 2015 
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L2,mp1ran Peraturan B_µpati Lamongan 
Ntimor . 7'f ~ Tah~ 2015 
Tur1ggal _ -~-~pk~~~ol'i 

F'ORMAT PEMBANGU\AN DESA 

A FORMAT P&:RENCA.\AAN 
I. FORMAT UAFTAR Rl'.:NCANA PROGRAM DAN KEGJATAc'I PEMBA/\JGU\•/\.N KABUPATEN YANG MAS!JK KE DESA 

DAFTAR RENCANA PROGRA.'vl DA:,.J KEGIATAN PF:MBA\G:JN.\N KABLt'ATEN YANG MASUK KE 11&:SA 

DESA 

KO:CAMATAN 

KABUPATEN 

PROVINS! 

Prngram/ Keg1atan 

l 
I 

:i.•JerJget21hu1, 
K<"pala De8" 

SKPD Pen~eluid Lokas1 Kegli-nan 
Program,:' Kcgia1au 1Dusun/RT1RV,i,, 

I 

I 

i 

I 
I 

I 
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I 

I 
' 

I 

I 
! 

I 

f 
I 

i 
I 

I 

Saturn, 

' i 
I 

I 
I 
I 
I 
l 
I 

l'agu Dana 
(Rp) 

, rnnggal 
Ketua Tim Pn1yusun RP,;M Desa 



II FORMAT DAF'TAR SUMBER DAYA ALAM 

DESA 
KECAMATAN 

KABUPATE!'s 

PROVINS! 

LAMONGAI\ 
JAV ... '/\ TrML:R 

- 2 -

DAl<T.>\R SUMBER DAYA 1\LA.\1 

No Uraian Surnber Daya AlHm 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

CONTOH 
Matenal batu kah dan Kenktl 

:f'.~~ir .. \lf1JJ!:. 
_ L.a,J:l..<1,11 'J_'_~galan 
Lahan Persawahan 
Lahan Hutan 

Sung:_~ .... 
Tanaman Perkebunan 

8 ....... ~If ~~l]lli:1: .. . 
9 

ME"ngetahui 
Kepala Desa 

Keterangan: 

400,0_(:)(J 
700,000 

1 \, 128 _ 
I, 104 

.. ,),5,0()0 

.~,.-1:?.~. 
-----~,500_ 

4 

. ,anggal 
KP11.1a1 Tl!n Penyu~un R.P,J'Vl Desa 

Satuan 

mJ 
m3 
He 
l!a 

Ha 

He 

J-10 
bh 

Diisi dt>ngan data sekundtr dari data Potensi De~a, Prof!I Desa, :vlonograh Desa, ;iata kepenctudukan rat,rn,n s1piL 
data pend1d1kan dll yang relevan 
D ~ SDA dalam Desa 

K - SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa 



lI1 FORMAT DAPT1\h! SU'v1LWR DAY,\ MA)Jl!Sl/\ 

ll_\l·T:\1{ SL ',1LWI< D.-\Y \ \1\:. _ S.·\ 

A 

h:ECAMATAN 

lv\GUPATI.;N 

PROVINS! 

LAMO'.':GAN 

,JAW/\ Tl\lUR 

No L"ra1a11 Suml>e,· Da_va Munc::--1,, (SU'.\l] 

CONTOH 

Pcr1ci.l!du_k _(i_a.n kt'luarga 
a Jumlah pcndudu_k __ J[!ki-l_ak, 

b Jumla_~ pPnctud_l1k pt>rcmpuan 
c Jumlah_keluarga 

2 Suml>~r .. penghas1lan utama p_endu(iuk 

a _ _Pe_naman_, .. ,penkan.in_:Ye,·kcb1,1_n>t,:i __ 

b. Perl_t!ITl?angan daii .. penggali_an __ _ 
c 1_!1dllstn JJ_(cHgo]Hha1_1 _(pabnk_, __ ker_8JlllHll dl1,. 

d _perci_a!;,0,1_1,~an _l_Jesar/e(•f'ran 0an rumall nrnkan 

e Ar~gku1~,:i .. µt>rgudan~iiJl, kOIT)Urll½i<Sl 
f Jasa 
g ~amnya \air. !sa'l h_;,r_rik. konstruk'l1, pnl,;,nbn,, dllJ 

3 Te11:aga .½:ena bc1:dasarkan lata_r __ !Jelak:u1g 1w11d1d1k11n 
a Lulusan S-1 keatas 
b. Lulusan SI.A 

c Lulusau SMI' 

d Lulqsa11 SLJ 
e. T1dak tamat SO/ t1dak Sl'kolah 

Mengetahu1 

Kepala Desa 

Keterangull' 
D = SDA dali!m Desa 

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan, WilaYah Amar D<'Sa 

Jun,L-i.h 

8 

252 
57--l 

22')--l 

2C) 

Sa,uan 

orang_ 

()fd!l!i, 

keluarga 

_or.mg 
orang 
O! ,lng 

ordng 
or,mi;;_ 

lksc, tanggal 

Kctua Tm1 Penv11sun RPJ'vl Desc1 



!V FORMAT Dl\FTAR SLMBER UAYA 1-'F.MBANGLN.\N 

A 

KECA:,...1ATA'.',' 

K.ABt..:1-'ATE'.\ LA:v\ONU,\l\ 

J-'ROVI'.'.Sl · JA\\iA TlMLR 

No Urman Sumber Dayn Pem!Jangunan 

CUNTOH 

As.~l pnisarana umum 
a Jalan 

b. JcrnlJA.tan 

2 Asct 1-'rnsarc;na per1c!L<hkan 

a. (;e_cl','ng f:'.>!.u_cl 
b. Ut:_dur_i_g __ TK 

Ued,l_lI)g sg .. 
d Ta1_n<lfl...PF!ld1d1kan .'.\lqur'an ... 

3 A_~_et prasarnna kesehman 
a 1-'osyandu 

b 1-'ohne!e"' 
;,,,JCi~ 

d Sarana Air I3ers1h 

4 -~-~et pr.asaranil e korn?1:1.1_1, 
a. Pasar desa 

b Tem_p~t PF!dan_gan lkan 

5 K~lum_p_ok Usal_l_''I, E:konomi P1gduk11r 
i_l __ _Jumlah kl·lumpok u,,.aha 

b. Jun_1lah ½cJompuk U',flh:i 1·ang sdld'. 

6 As_et l:J~rupa m_odal 

a. Total ___ ,I_Stl.P1:.odukuf 

......... b. _:rota! pi_l1J!"Jllan di mas_varakat ___ _ 

7 

tl-·kngf'lahui 
l~cpala Desa 

I 
I 

,Jumlah 

, tanggal 
l~etua T•m Pcnyusun RP.JM Desa 

Satuan 
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V FORMAT DA.l•'J'AR SL:MBER DAYA SOSIAL m:oAYA 

llil.PTAR SL·MBSR DAY.>\ SOSJ/\i. BUU/\YA 

DESA 
KECAMATAN 
KA.BL:PATEN L.A!\.10NUAN 
PROVl~SI . JAWA TIMUR 

No 

Mengetahu1 
Kepa!a Dcsa 

Unuan Surnber O:;lya Sos1al Budaya Jurnlah 

i 
! 

I 

I 
• 

I 

I 
I 
i ... I 
I 

"'+' 
• 

Dc~a tangg;,l 

Satuan 

KcllW Tim Penyusun RP,J~ DL'5a 

Keterangan · Sumbcr daya sosial d1isi dengan buctani buda_,·a \'cJ.ng ct1rn1hk1 dan berkcmbang, sepcrt1 keg1atan­
kegwtan Gotong-royong, pcnng«tan-permgaw.n hc,n-han tcrtcnn1 vang rr.asih dilo1kukan scrta 
pe11gembangan dari kegiatd.n/ f0cstifal sern-bud;na lum:,o 
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VI FORMAT REKAPITULASI CSU!.'\\/ RENCANA KEl1iATAr-: rElv1H.'\NC,L'\-\N [))-:SA 

DESA 
KECAMATA'.'I 
KABUPATEN 

PRO\,JNSI 

R1':KAPITULASI L'SUAN l<YNCANA KEGIAfA'\ PEMiLI\\/GU'\AN f>ESA 

L/\MllKGA;s; 

,JA\'.'1\ Tl;,.llJK 

Pern•11ma ~tanLm1 

No 

I 

II 

Jll 

IV 

Lsulan Renca11a Kegiatan 
berdasarknn 81dang 

c,,,11,,h 
Penyt;>lenggaraan pemr-rmtahan desa 

I Penetapcm <lan pPnr-gasan twtas D 

2 Pn1darnr1,1 :Jes;a 

3 Pen\U~UH>lll WtcJ. 1·ua1,g lk~d 

Pelaksanaan l'embangunan Desa 

I Pemelihara,m Jtdan 

2 Pembangurnm jnringan mgasi 

3 Rehab1htas1 Ordung Pusyandu 

Pembinaan Kemasyarakaran 
I. Pernbmaan PKK 

2 Prlaksanaan S1~karnl1ng 

3 l-'emlnnaan kFrukunHn umat be rag 

.. 
Pemberdaymu1 !,1as:.:arakat 
I. 

2 

3 

... 

Pelat1han !fl.ta lmga 
Pelaohan telmolog1 tepat guna 
Pelatihan Kl-'MD 

;l,,fr11getahu1 

Kepctln llc>oa 

R,•,:c,llia Lukas, 
Ker,i;J.tan 

ll\l>,Ull 1-:.1ra11g,eJO 

Keterangan 
A·RT:vl Anggota Rumah Tangga Miskm 

Perk;n,«n 
\-olume 

I 

Sauta,t 
l,aki-laki Pt'rFmpwm 

p;akd 
' 

' ' 
; 

' 

, tanggal 
l<crna run l',·n_vusnn RPJM Orsa 

' 

' I 
I 

I 

A-RTM 
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Vll. FORMAT DAFTAR (;A(iASAN DUSl:N/KELO:.IPOK 

I)AF'TAR GAGASAN DUSU:-., Kl-:LOMPOK 

DESA 
KECA:V1ATA'.'< 
KABUPATEN 

PROVINS! 

No 

Cont oh 

LA\10NGAI'\ 
JAY.,'A TIMUR 

Gagasan Kcgiatan 

1 Rchab1\itas1 Geclung Posyandu 
2 

3 

Pembangunan ianngan 11,gast 
Pelatihan tata boga 

1 . 

Mengetahui 
Kepala Desa 

Loki,s1 Kcgic,r;-m 

RT. 01 
RT 02 clan R1 03 

RT 01, 02, 03 

I 

i 
i 
I 

Prnki1aan Penerima Manfaat 

Volume 
Satusm 

LK '.'R A•RTM 

1 unit 35 40 27 

1200 meter 100 125 90 
15 orang 5 10 9 

I 

' 
I 

I 
I 
I 

I 
i 
! 
' I 
I 

' 
I 
' 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
i 

Desa , ranggal 
Kctw1 Tmi Penyusun Ri'JM Desa 
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Vil!. FORMAT CONTOH SKETSA DESA 

CONTOH SKETSA DESA 

a_ POTRET:SKETSA DE5A b_ DAFT AR 3-U...SAL-UJ DAl>,, PO TESSI DARI pOTRET DESA 

So M...\SALAB J'OTENSI 

1 J ala.n deYI di wi]ay:ili Baru 
RW o.:: s.ep.:mjan~ 1..~00 P1';.l:'" 
IDet-er rn., al. benn. TEell.2~ Gc,Toag R~'<'llg 

' L.m.g}i:uD.g."lD ~ - :....:-::.-De=>-3 d.an PKK 
pendudl1k R\V 07 :id3k - :':.:ider-kader di de",.a 
se.h:Af .. - '?\lske--:.:::m.s. pex:i.b:UrO 

' Ban:yak :mak b.3.lna d:t - Pu;J,;.e'..?l.la,; Pe,mb3!l..."U 

RW 13 ~ta - Po;.y:lll,,'.l\l 
p,e-n:yaki~ c arupa];:. - I~_-:!.P..r Posv:mdu 

• T 3ll1ook:. Ml~ Ul:sn :r:..O::..a.:r.i.lal:1.:w::ambak 
:kt.o::ane djman,faad.ao - _.tju-a,n ·m_g.ao;.1 
oleh pemw Ik31tL - ~U!Al.aillbak 

C 

I 
Jemcauw. di Du:su::t 

I 
- Batu <lau p,!'>ll 

Damailong,;or - KD,yu rum brunbu 
- T~g,a Gotong r0y-ong 



IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUS!M 

CONTOH KALENDER MUSIM 

,a_ GA..'\.IB..IB KA.LESD:ER ~,R'Slll 

... ,..,.,. .. 

._,,,,u,,_~ ·~-

K,u;~ 
:,;r"t,w-.i..b. 

}~ 

~ 

,:......,.. ·~-­;"fi?'-m!; 

BU!1r 

-
T~ 

I:4~ 

P-4..'°LAROB.A 

'" ... ~ '< 

.. . ... 

KDdAR.Al..'. 

. . 
... 
.. 

•• 

. .. 
••• 
• 

... 

,,, 

• • 

• 

) 

ML"SJM HC'J.-'LX 

.. 

••• 

,,., 

.. . 

••• 
• 

'""' 

• •• 
• 
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b. 

•» 

) 

' 1;. 

·, ·.-·· -, ,; )rJ. 

D.-\FT AR ).IA.SAL.AH DA,_..., PO ITS SI DARI KAI..E!\'DER UtTSDt- : · ; , ·-, -. __ C 

No MASAI.AH POTENSI 
, 

l 

?ada lllililDl 'kemar:iu.. di ':.ungal 
dull~ kelrur3Ilc-""2'.ll J..utl :rir ,.-... 
a1Ibe~ili. S'ilo";;;d:;y:a m.:asy~-

' 
Bampa.s.ir 

- ,.....,_l. 

Pada murun kema:rau. - ln~l nP,Le~ 

h,;tsil p=eo me:ro,.a: - Luai l.ahaa pa,;.av.-..h...m 
(pgaI;, - I:.el.:wpok T ::m:: . 

1.7.JD 

' Pad.II OlllSUll pancaroba - Puskest:J::aS. Pemb:m.m 
b511.v3l ?J:.L"'!Ovarakil 7 de:-1 - K~buo ob:oi: 1.eluarg:a 
~ang. hpa (infa;si - Posy:mdu 

4 
salu.:m pemafasao :..l;m) ' -. - --

Pacb nrusJ.m lmJ:l!I. - Pu!.kesmao- panbati:tu j 

~•9 ~M di - Pusy,mdn 
DuSlD1 Sud terkem - Btdm~ 
diare - f~bun oba.c kelu.up 

' 
- Bam.dao p«s:r ' P3da JDJE.itn b:ujsn. - Ka).u dan bambu ' sebagian t,es;IJ rurua.h - 'T~ Goto~ royaug ' -di= 

Da.truu t~ 3ll 

~p 1 meter. -



~ 
,I, ., ,. 

I;! ~ 

~ ~ l1J1 J!!l:l 
i ,i a i 
~· ~ If' ~ it ~11 ii .l'J 
] Jl i-1 t · 

~ .... ,,~ ~.~. ~ 
.:i 
~ 

~ 
~ rl' - • f' " , I ~ .n , 

~111 ' l • . 1' . ~i. . ' -- ]f !l .iJl l 
.,J 

~ ;ii 
1:1 ·& fl Ji 1 t ~ 11~~ n.t,. ' 

~ :-1 a. ij :~ _U'l ~ fj~-
~ 

~ i EJ D ~ D 
~ t. ~ -,...., ~ .,J 
~ ~ ~•· -:i, 
~ • 

' "' " ' ' "' ~ ,,,, 
0 0 
~ 

♦---

z 
~ 
" V 

< 
Cl 
2c z 
Cl < 
..l < 
Cl 0 ,. 
'" < " z Cl ~ 
< 2c 

~ 0 Cl 
..l ] < Cl Cl '" ~ :i: z 

0 < ~ 

b " ~ z V 

~ < 
·v a:i u - ~ ~ 

b ~ .:i < V 

:as b 
,. 

z ~ 

"' 0 ,; 
0 u 
C. 

X 
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XI. FORMAT BERJTA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA 

BERITA ACARA 
PELAKSANAAN PENGKA,JIAN KEADAAN DESA 

Berkaitan denga.n penyusunan RPJ:\1 Desa, di Dcsa. 
Kabupaten Lamongan Provins1 Jmva Timur 
Desa ... 

Hari dan Tanggal 
Jam 
Tempat 

.... pada: 

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil -
wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur 
lain yang terkait di Desa sebagaimana tercan1um dalam daftar hadir. Agenda 
kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkaj1an Dcsa tersebut adalah: 

-..__'ontul, 

1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa 
2 Pengkajian potensi da.n masalah berdasarkan kalendcr mu sim 
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarka.n diagram kelembagaan 
4 Pengkaj1an peluang pendayagunaan sumber daya Dcsa 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan chsahkan dengan penuh 
tanggungjav.rab dan dipergunakan sebagaimana mestinya . 

Mengetahui, 
Kepala Desa 

. . . . . . . . . . . . I 

.... .. Tanggal, .... , .. , . 
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa 
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XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJlAI\ KEADAAN DESA 

LAPORAN 

PELAKSANAA,N PENGKAJIAN KEADAAN DESA 
DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS! 

LAMONGAN 
: JAWA TIMUR 

l. Latar Belakang 
Contoh 
Salah satu elernen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah 
ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan 
kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas 
RPJMdes clan RKPDes menjadi penting untuk menjc1d1 perhat1an baik dan scgi proses 
penyusunannya, kualitas dokumen maupun kescsuaian dengan perundang-undangan. 
Pengkajian Keadaaan Desa (PKO) adalah merupakan proses waj1b yang harus dilakukan 
untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa. 

11 Tujuan : 
Cont oh 

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat: 
a Penyelarasan Arah KebiJakan Pembangunan Kabupaten/Kota 
b Pengk3Jian Potcnsi Desa 
c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa 
d PengkaJian permasalahan yang dihadap1 
e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat 

f ············ 
III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa 

Cont uh 
Pengkajian keadaan desa dilakukar: oleh Tim Pcn~·usun RPJMDcs dengan dipandu oleh 
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

IV. Pendekatan dan Metode 
Contoh 
Pengkajian keadaan desa d1lakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode 
P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) 

········· 
VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN 

C(lr>t(1!1 

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan 
Antar Lembaga/Kelembagaan. 

VII. PROSES PELAKSANAAN 
Contoh 
a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan info1masi tentang arah kebijakan 

pembangunan kabupaten/knta 

b menemukenali potensi, masalah dan kcbutuhan masyarakat dcngan menggunakan alat 
kaji tersebut di atas. 

c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk 
menemukenali peluang pendayagunaan sumbcr J.aya Desa 

d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk 
merumuskan usulan rencana keg1atan 

e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiman pembangunan Oesa dari dusun 
dan/ atau kelompok masyarakat 

f 
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XII. FORMAT LAPOR.P..N PELAKSANAAN PENGKAJJAN h.EADAAN DtSA (Lanjutan) 

IX. HASIL 
Contoh 

1 Data desa yang sudah diselaraskan 
2 Data rcncana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke 

Desa 
3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan 
4 Rekap1tulas1 usulan rencana kegiatan pembangunan Oesa dari dusun 

dan/atau kelompok masyarakat 
5 

X Rencana Kerja Tindak Lanjut 
Contoh 
Menyusun rekapitulasi usulan keg1atan pembanguna11 dcsa. 

Mengetahui, 
Kepala Desa 

..... , Tanggal, ... , ... , . 
Kerua Tim Penyusun RRJM Desa 
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XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RP,JM-DESA 

BERITA ACARA 
MUSYAWARAH DES•\ 

PE'.'IYUSUNA;,; RPJM - DESA 

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan 
musyawarah Desa di Desa.... Kecamatan.. Kabupaten 
Lamongan Provinsi Jawa Timur clalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada 

Han dan Tanggal 
Jam 
Tempat 

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok 
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. 

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan 
dalam musyawa.rah Desa ini adalah . 

A. Materi 

B. Pimpman Musyawarah dan :',;arasumber 
Pem1mpin Musyawarah 
Notulen 
Narasumber I... 

2 .. 

.. dari. 
dari. 
dari 
dari 

3. ... ..dan seterusnya 

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta 
musyawarah Desa menyepakati beberapa ha! yang berketetapan menjadi kesepakatan 
akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu : 

Demikian Serita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab 
agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya. 

Mengetahu1 
Kepala Desa 

Wakil Masyarakat 

. . . . . . . . . . . . . I 

.., Tanggal, 
Ketua BPO 

... , ... , ... 



" "";:: 
C 2 ~ ,~ 
C< ,, 
5::; 

' i 
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XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RAN CA NGAN RPJM DESA 

BERITA ACARA 
PENYUSL:NAN RANCANGAN RPJM DESA 

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa .. 
kecamatan. Kabupaten Lamongan provmsi Jawa Timur dalam 
rangka penyu~unan rancangan RPJI'vl - Desa, maka pada hari ini 

Hari dan Tanggal 
Jam 
Tempat 

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM 
Desa sebagaimana daftar terlampir. 

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka pcnyusunan rancangan RPJM 

1 ... . 

2 ... . 
3 ... . 

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir. 

Demikian Senta Acara ini dibu:1t ctcngan pcnuh tanggungjawab agar 
dapat dipergunakan sebagaimana nwstmya. 

Mengetahui 
Kepala Desa 

. . . . . . . . . I 

. ......... , Tanggal, ... , ... , 
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa 
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XVI. FORMAT SERITA ACARA MUSYAIVARAH PERENCANAAN PEMSANGUNAN DESA 

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA 

SERITA ACARA 
MUSYAIVARAH PERE~CANAAN PEMSANGUNAN DESA 

PENYUSUNAN RANCANGA'.'s RPJM DESA 

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desc1 d1 Desa 
Kecamatan .. . .. Kabupaten Lamongan 
Provinsi Jawa Timur pada : 

Hari dan Tanggal 
Jam 
Tempat 

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pernbcmgunan Dcsa yang 
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok 
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. 

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta 
yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : 

~ A. Materi 

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber 
Pemimpin musya'A-·; .. dari .. 

. ctari . 
dari ... 
dan. 

.dan scterusnva 

Notulen 
Narasumber I 

2 ..... .. 

3. 

Setelah dilakukan pembahasan terhadap matcri, sclanjutnya seluruh peserta 
musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang 
berketetapan menJadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RRJM Desa yaitu : 

!.. ......... . 
2. 

---3 ......... . 

Demikian Berita Acara mt d1buat 
tanggungjawab agar dapat dipergunakan 

Ketua BPD 

dan disahkan dengan 
sebaga1mana mestinya . 

....... , TanggaJ, .. 
Kepala Desa 

Wakil Masyarakat 

penuh 

. .. , ... 
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XVII. FORMAT 8ERITA ACi\RA PENYUSLJNi\N RKP DES.A. \H:LALUI MUSY,\WARAH DESA 

BERITA /\CAR/\ 

PE\.YUSUNAN RKP DESA 

MELALUI MUSYAWARA!-1 DESA 

Berkaitan dengan pEnyusunan RKP Desa d1 Desa 
Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur pada : 

Hari dan Tanggal 
Jam 

Tern pat 

Kecamatan . 

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat 
Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagairnana daftar hadir terlamp1r. 

Materi yang dibahas dalam mus!'awarnh DEsa ini serta nmg bertindak selaku unsur 
pimpinan musyawarah dan narasumber c1dalah: 

A. Materi 
Contoh 
Pencermatan RPJM Desa 
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi 

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber 

Pemimpi11 musyawarah dari 
.. clan 

....... dari 
............. dari 

.dan seterusnya 

Notulen 
Narasumber I 

2 
3. 

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, se-\anjutnya se\uruh peserta musyawarah 
Desa menyepakat1 beberapa ha] _vrmg berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari 
musyawarah Oesa dalam rangka penyusunan RKP DFsa ,·aitu · 

I. 
2. 
3. 

--.. Demikian Serita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar 

Kepala Desa 

I 

Wakil Kelompok Masyarakat 

.... , Tanggal, ... , 
Ketua BPD 

. . . . . . . . . . . . . . . I 

... ,. 
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XVIII. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA 

PAGU INDIKATIF DE:">A 

DESA 
KECA:v!ATAN 
KABUPATEN 
PROVINS! 

No 
!ndikauf Program/ 

Kegrntan Desa 

Conwh 
Penyelenggaraan 

____ pel!l_e~inw.l:1;1_n desa 

PelakS8.'riaan 
II Pemb>l._!1_!_:_unan D~sa 

r·,;-mhli-iaU·;:;·· -
II! Kemci..~yi,_rakatan 

Pi::'inbe·rd ci y uaii"--

1 v Ma_~yarak1:1t 

: LAMOVJA.\ 
. JAl}.,'A TIML'R 

Dana Desa 
(APBN) 

Sumber Danu Jndikatif 

Alokas1 Dana 
Desa I Dana bagmn da11 

(bag1an dana has1l pajuk d;.in f-----~--cc==--1 APBD 
penmbangan retnbusi APBD 
kab./ kola) Provinsi Kabupatcn/ 

Bantuan keuangan 

.... ··!··· 

' I 
I 
I 

l)CSll . , tanggal 
Ketu,; Tim Penyusun RKPDesa 
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XIX. FORMAT DAF'TAR RE!',;CANA PROGR'\M D,\N KEG!ATA:--; PE!\·1RANGIJNAN KABUPATEN /KOTA 

YANG MASL'K J~E DESA 

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KE(JIATAN PEMBA:'sGUNAN 1-v\BUPATF:N 
YA:\G MASCK KE DESA 

DESA 
KECA'.vl:ATAN 
KABUPATEN 
PROVINS! 

No Asal Prngram/ Kegiatan 

Contoh 
1 Dari Pemerintah 

2 Dan Pemerintah Daerah Prov1nsi 

3 Dan Pemermwh Daerah KabupaKn 

4 Dan Penjaringan Asp1rasi \1asyarak<1t 

oleh DPRD Kabupaten/ Kota 

Nama Program/ Kegmtan 
Prakiraan Pagu Dana 

-~ 
Air Bersih 800,000,000 

Desa ., tanggal. 

Prak1raan 
' 

PL Pusat 

hetua Tim Penyusun RKP Desa 

---- I 
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XXI. FORMAT PROPOSALTEKNIS KEGIATAN 

PROPOSALTEKNIS KEGIATAN 

Dusun Desa Kecamatan 
Usulan dari 
Nam.a kegiatan 
Jenis kegiatan 
Lokasi kegiatan 
Pelaksana I I 

Pemanfaat Langsung Pemanfaat 
Jumlah Tidak 
pemanfaat Umum A-RTM Langsung 

foranel 
L org L org L org 
p org p org p org 
JML org JML org JML org 

1. Latar belakang: 

Kabuoaten 

I 
A-RTM 

(Rumah Tangga 
Miskin) 

....... org ........ % 
A-RTM/UMUM 

(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi 
bagi masyarakat setempat jika masalah terse but tidak segera diatasi) 

2. Tujuan yang ingin dicapai 
{Peru.bah.an kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari 
masalah) 

3. Kegiatan yang akan dilakukan : 
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagi.an ini 
menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan 
pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai 
hubungan sebab akibat dengan tujuan) 

4. Manfaat yang akan diperoleh 
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika 
usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/ 
pemasaran, meningkatnya perilaku hid up sehat/ derajad kesehatan, meningkatnya 
kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari 
akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif) 

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia 
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan) 

6. Ren can a pelaksanaan kegiatan 
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan) 

7. Rencana Pelestarian kegiatan 
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan) 

8. Lain-Lain 
a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang 

diusulkan? 
b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? 

Jelaskan. 
9. Lampiran-lampiran: 

a) Berita Acara Musyawarah 
b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang 

Menyetujui Tim Penyusun RKP Desa 

Kepala Desa Ketua 
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XXJI. FORMAT GAMBAR REN CANA PRASARANA 

GAMBAR RENCANA PRASARANA 

G/\MBAR RENCANA 

KABUPATEN 
.... . ..... ··············· 

KECAMATAN 

........... . ............ 

D E S A 
, .... , .. . .......... 

JENIS PRASAHANA 
........ 

LO KASI 

... . ........... , .. .,., 

JC DUL GAMBAR 

D1gambar Oleh 

Pelaksamt Kegiatan 
(K,ak1 Tcknik) 

Dipenksa dan DisetuJUl oleh : 

Dmas/lnstansi terkait dan/atau Tenaga 
Profesional 

l)ika tersedia) 

Lem bar ... Dari .... Lem bar 

Catalan Garn bar dibuat secara manual 



~ 

- 24 

X.Xll1 FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BlAYA (RAB) 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN : LAMO:-JGAN 
PROVINS! : JAWATIMUR 

URAJAN 

a 

I BAHAN 
lf 
1.2 
13 
1.4 
1.. .. 

2. ALAT 
2. l 
2.2 
2.3 
2.4 
2 . ... 

3 UPAH 
3. l 
3.2 
3.3 
3 .... 

Keterangan : 

Kategori Biaya 

RENCANA ANGGARAN BIA YA 1RAB} 

................ No RAB 
Bidang 
Keg1atan 

Volume Satuan 
Harga Satuan 

Rp 

b C d 

Sub Total I) 

Sub Total 2i 

Sub Total 3) 

Total Biava 

1-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia 
1-b Pembelian bahan hasil industri 

-._U-a Pembelian alat tangan 

ll-b Pembelian / pen:vewaan alat mesin 

111-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruks1 
IJl-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan 

mengetahu1 · 
Kepala Desa 

.. f 

Jumlah Total 
Jumlah 

Rp 

e cc b x d f 

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

.. ,Tanggal. 

Tim Penyusun RKP Desa 

f .. 
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XX!V FORMAT PEMERIKSAAI\ lJOKUME'\/ l'RO,'OSAL TEK).!S l)A.'\ R'\fl 

l-'EMERIKSAA'.', DOKCMEN PROPOSAL TF:K'\/IS D1\'.\I R,\B 

Desa 
Kecamatan 
Kabupaten 
Provms1 

LAJ\10NGA'.'l 
,JAWA TlMLI~ 

Jerns Dokumt'n yang Dipenks;, 

1 Sketsa lokas1 ke~iatan 

2 Dokumen survev tt'krns 

3 Gambar desc1in 

4 Perhnungan volume 

5 Survey hargc1 bahan dan alat 

G Kesepakatan pembuyuran upah kcryi 

7 Perhitungan Ri\B 

8 Kajian sederhana mcngenm dampak lmgkungan 

9 Pernyataan hibah lahan dan masyarakat 

10 Pernyataan kesanggupan t1dak mmta <>anti rug1 

11 Kesan<><>unan swadayu dan gotong rovon, 

12 Rencana oengc:unaan alat berat 

13 Pernyataan kesiapan warga untuk menger_i,ikan 

14 Data pemanll-i.at 

Diperiksa Tanggal · 
Hasil Pemcnksaan d1nn1takan . 

Tim Verifikasi 
1 Wak1l Masyarakat 
2 Pendamping f'rofesional 
3 Dinas Instans1 Terkan 
4 

3 

l,okas1 
Rid,ing 
Keg1atdO 
Volume 

Ad;, \frmenuhi 
Syarnt 

---

2. 

4 

Ada & Tidak 
lvlemenuh1 

Syarat 

I 

i 
' ' 
' 

T1dak Ada 



--
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XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATE:N 
PROVINS! 

No 

LAMONGAI\ 
.JAWA TIMUR 

Bidang/ Jcn1s Kf'gmtan 

- 26 -

[J..\!:;--!'·\R USULA\J f"ZKI' DES,\ 

Ti\llLN 

Lokasi Volum(· 
Sas,nan/ 

Prakiraan 
Waktu 

Manfaat 
B1dane>: Jerns Ke"mtan l'elaksanaan 

1 

2 

3 

4 

Penyelenggaraan 
Pemenntahan Desa 

Prmbangunan Uesa 

Pf'mbinaan 
Kemasyarakatan 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

Mengf'tahu1 
Krpala Desa 

' 

.Jumlah Per Bidang l 

' 

' 
i 

' 

' 

Jumlah Per B1dang 2 

I 

' 

' 
' -----

.Jumlf'lh Pf'f H1dang .1 

Jumlah Per B1dang 4 

,JUMLAH TOTAL1 

Dcsa. , tanggal 
Kctl\a Tim P<"nyusun l"ZP,l~ Desa 

.... I 

l'rak1raan Bia_va 
dan Sumber 
.Jumlah IRnl 

-
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XXVI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RAN CAN GAN RKP DESA 

BERITA ACARA 
PENYUSC:-JM\ RANCANGAN RKP - DESA 

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa .. 
Kecamatan Kabupaten Lamongan 

Provinsi Jawa Timur pada : 

Hari dan Tanggal 
Jam 
Tempat 

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa olch tim penyusun RKP Desa 

sebagaimana daftar terlampir. 

Demikian Berita Acara mi dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk 

Agenda keg1atan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan 

RKP Desa adalah sebagai berikut. 

I 
2 
3 

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa scbagaimana terlampir. 

Demikian Serita Acara mi dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk 
dipergunakansebagaimana mcstinya. 

Kepala Desa 

, Tanggal, ... , ... , 

Ketua Tim Penyusun RKP Desa 
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XXVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RAN CAN GAN RKP DESA 
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

BERITA ACARA 
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA 

MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBA'JGUNAN DESA 

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa. d1 Dcsa . 
Kabupaten/Kota.. .Pronns1.. . ...... pada. 

Hari dan Tanggal 
Jam 
Tempat 

telah diadakan acara musyawarah percncanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh 
kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kdompok masyarakat, sebagaimana 
daftar hadir terlampir. 

Materi yang dibahas dalarn musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang 
bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : 

A. Materi 

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber 
Pemimpin Musyaw: . dari. 

. dari .. 
.. dari. 

Notulen 
Narasumber I. .... 

2 ............................. dari. 
3 ............ dan seterusnya 

Setelah dilakukan pembahasan terhadap maten, selanjutnya seluruh peserta musyawarah 
perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan me11Jadi 
kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka 

.-.. penyusunan rancangan RKP Desa yaitu : 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan d1sahkan dengan pen uh tanggungjawab agar dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

. ......... , Tanggal, .. ' ... , .... 
Ketua BPD Kepala Dcsa 

Wakil Masyarakat 



A. FORMAT PELAKSANAAN ) 

I FORMAT RENCANA KEGIATAN Dl·'.SA 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATF:N 
l'J<OVINSI 

No 
B1dang 

Pr·nvc]cnggaraan 
1 l'emenntahan 

ne~a 

,Jumlah 1--'<>r HirlnnP I 

' 
l'en1lrnngunHn 

lks,i, 

Jumi,i,h l:'l·T_l}~dnn_g} 

~- -- -----

l f "" l,m,,,m 
- Kem,is,.irnkmnn 

Jumlah !'er 13i<la1w 3 

4 
Prmlw1d,ff.ic1n 

il.id1>\a1:,b,t 

Juml,i,h P,c>r 1:l..!9.'.:!1g 4 

,JUMLAJI TOTAL 

LAMONGAN 
JAWATIMlW 

Bidrmg/ .Jcrn,-.. Kt'g1a1an 

a. 
h. 
C. 

d. 
C. 

"· 
h. 
C 

d. ,_ 

a. 

h. 

'-
d. 
C. 

a. 
J, 

C. 

d. 
C. 

Sub H1dang 

,. __ 

"'·--

-----

---- -

r---- ---

- -·-
--

r--··------ -

-

r--·----
f----------

Menyr1u_1111 

K0cpalr1 Iksa 

I 

.krns Kcgrntan 

--

-·----- -- -----

--

--- ---- ·-- -------- -

I 

Lokas1 

--

.----- --- --

-29-

) 

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA 
TAl-1\JN. 

Volume Smuan l~ia_va 
.lnmlah 

--------

-

------

--·· 
--- . l --- -

_J 
I 1--

_______ ., ___ 
-- ' ---- - .. 

' .. ------ -
__ ! 

' 

- -- ---

I 

S;:isman \Vak1u Pc·laksm1m,n 
J'(•l;iksmia 

la.ki- A 
Pe1,·111puan Durasi Mulai Sflc:,-;m l~cgiatan Ink, RTM 

-- - - --- -- -

I 
---- - -- i 

- : 
·-----··· ·-- -- -- --- - - ------ -----

i 
' 

,__I.···-· 7 

' 
I -

------ -f - -i--------- ~- -------------

.T:ingg,-11 

Pelaks,ma Keg1a1an 
Ket UR 

I -1 



-3U 

11 FORMAT CEKLlS MATER[ KEGIATt\N PE.'V18Al\Uli>l;\J\ DESA 

Desa 
Kecamatan 

Kabupaten 

Provins1 

CEKLIS MATER! KEGIATAN PE!\.-1BJ\.'\IGU]';AN DESA 

LAMO'.'JGAN 
JAWA T!MUH 

MEDIA SOSIALISASI 

No Materi yang disampaikan 

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa 

2 Anggara11 Pendapatan dan Belanja (APB) 
Desa 

3 . -~-~.r:1.c.~1:1.a kerja kegi_at~.r:1 .. Desa .. 
4 

5 

Mengetahui, 

Kepala Desa 

Tidak 
Ada 

Ada 

1 

Desa 

ri.lus\'<l\\arah 

Sistem 
Int'ormas1 

Desn 

, tanggal 
Pelaks;-rna Kegiatan 

Ketua 

Papan 
!nform:1s1 

Desa 

I 

Media 
Lokal 
Desa 



lll. FORMAT CEKLIS :VIATERl PEMREKALAN D:\'\'.' :\TAU PELATIHAN 

CEKLJS ~!ATER! PEMBC:MLA:\ DAN/ ATAU l'EL\TIHAN 
PELAKSA 'lA,\N KEUIATA:\ DESA 

Desa 
Kecamatan 
Kabupaten 
Provinsi 

· LAMONGAN 

• JAWA TIMCR 

No ;Vtaten yang disampaikan ADA 
TIDAK 

NARASUMBER 
ADA 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

Adm1mstrasi pengelolaan keuangan 

Mekanisme pengadaan barang dan Jasa 

Pendayagunaan sumber daya alam lokal 
dan bahan ma.ten lokal 

Penyusunan dokumen 
pertanggungjawaban keuangan 

Penyusunan laporan pelaksanaan 
kegiatan 

Desa. . ....... tanggal .. 

Mengetahu1, 
Kcpala Desa 

Pelaksana Kcgiatan . 
Ketua 

. , .. 



'""' 
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IV. CEKLIS DOKL'l\·1EN ADMINISTRJ\Sl PELAKSANAA): KEGlATAN 

CEKLIS DOKU:Vff'.'\ ADl\11;\ISTRASI Pl;:L/\KS·\'\AA~, KEGIATAN 

Kegiatan 

Desa 
Kecamatan 
Ka bu paten 

Provmsi 

LAMONGA'.',; 

JAWA TIMUR 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

Uraian Dokumen 

Dokumen RKP Desa 

Lampiran dokumen RKP Desa 

Dokumen APB Desa 

Buku administrasi keuangan 

Dokumentas1 foto sebelum kegiatan 
pembanguna11 dimulai 

Daftar rnasyarakat pcmanfaat 

Pernyataan kesanggupan pelaksana kt-giatan 
menyelesaikan pekerjaan 

Dokumen peralihan hak (hi bah lahan / tanah) 

Dokumen peralihan hak melalui .1ual beli 

Dokumen penyelesaian ganti rugi (banesunan. 
tanaman) 

Dokumen pernyataan tidak menuntut ganti 
rugi (bangunan, tanaman) 

Laporan analisis dampak sosial dan 
lingkungan 

.............. 

Mengetahui, 
Kepala Desa 

/\DA 
TlDAK 

ADA 
KETERANGAN 

I 

I 

Desa tanggal . 

Pelaksrnrn Kegiatan . 
Ketua 



V. FORMAT l't':NDATAA.N KEl::lUTU!!AN TENNJA KERJA 

Dr·sa 
Kc,·c1ma1,1n 
h;-1l111pntrn/Ko1c1 

Prov111s1 

No. 

" 

.. 

JENIS f...l~(;JATAN 

I, 

Mengetahu1, 

Kl'pu!a rk-,a 

) .33. 
) 

l'ENDATAAN KF:BUTUIIAN TENAGA Kl".J~.JA 

T;ihun 

WAKTU 

VOLUME SATUAJ\ 
l'ELAKSANAAN 

Kl-:CllATAN 
(l lan) 

' d ' 

. 

Mm1dor 
((Jr,mg) 

I 

,JUMl,AII KEJ-lUTUll,\\i IJ·:NAGA KERJA 
(l1 ;1ng 

Tenagri 
Tukang !'ckc1_1:1 

Khusus 
(Ornngl (()rnn;:i 

(Ornng) 

" h ' 

j 
I 

lksa. t;mggn! 

l'claks:nia Kcg1u1an 
Kdu;i 

' 

. 

' 

.Jumbh 
{( lr,1ng) 

I· n • h+1 



,...._ 

VI POR:v!AT DAFTAI< CALO!\ Tl~:-.!AGA KUs'.JA 

Desa 
Kc-rmnatan 
Kabupaten/h:ot; 
p ro\ lllSl 

No. 
Urut 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lll 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

21 

22 

2 1 

22 

25 

26 

Keteranga11 

Nama 

L Laki-laki 

P Perempuan 

Umur 
(Th) 

' 

' 

A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin 

-14-

DAr~rA1~ CALON TC:NAUA KERsJA 

U,1L, l'niJc1d1 
Tanda tanga11 / 

cap Jempol 
,\lmnat 

A-p jari Kin L 
' RT\.1 ' 
~ - . - --- ' 

2 
---

C ~= CJ - -- --:01 -71 4 

□-' i l i 

10□ 5 6 

on 
□□' 8 

□t::iL 
□□ 9 10 

- r-on 
BR 11 12 

□□'13 14 

:--:on 
DCJ1, 1{, 

:□::Ji -

R91, 1 

7 lo 

□ i 
D1 ,CJ,1" 20 

□1-7: 
1□□ :21 [! 

on 
,□□ 23 2-, 

[jFi 
DD 21 n 

[jFi 
,□□ 21 22 

1[jFi, 
□□1" 2(, 

" 
' 
' ;, 

,Jl:1nl,th ii ; 
' ' 

[h'sa , langgal . 

MengFtahw. 
Kepala Desa 

P,·lak,,m,1 Keg1atan 

Ketua 

-



) 

VII FORM llAFTAR HAilie'. ))AN TANDA TJ-:klMA INSENTIF PEKERJA 

D('sa 
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llAFI AR l lAUIR Dtl!'J TAN!-)_!~.T£RIMA I NSENTlf.:J::_El~tRJ A 
(Untuk l'ekt•rJ>W.n Sist,.m llanan) 

) 

hf'camarnn ,i<- 11 ,s 1,,:,,r,1,,rnr, r,,~, 111,I 11n1uk IIUJ, Prkf'IJ'1 Fp 

Kabup,,lcn / k:01.1 f'n:oL/ l.okais, hcg1;i1 In·,,·, :i ,f Ll ntul< HUI.; Tu Lang r{p, 

Provms, r.1~s,1 k<"IJ.-l tangggal s/cl lnM·r,1,I untllk IIOf.. h.r1 K_,_''_"_"''"' _•,•,,, _____ ~---------~ 
Kat,, ort Asal llc,n-01;mg-K~rp (HOIS:) Jumlnh IIUI- umlah ln~,·n1, Tami;, 1.>ng,,ni 

No Nama A-RTM L I' rn L, t _________ ;Mrnurut Tang.gal Tut,,l ,\ kf\t cap icmpol 
Pk Tk Md I--- · -';c"'';-'"'';"""~~- -~-~-~-- l'I, Tk Md A r!TM lh u~ I (Rpl (l,p) T:rngan Im, 

' 
-- ~ - ----+--+-+--+-,-+-I I I i I I I I t I I I I , , , , , , , , , " ,, 

3 
4 ··-

·- J I I I t=1,-- +:;-- --

;, ____ t--t-t-+-+-+--I 1 1 1 I 1 
J- _______ ----1- t-++-+-I -t--t--L I I I I I +--t-,-t---'e- 7 ·--·r -4= · - _____ -----1--- r-_;:::-=l:=t~.t--1 1

1
. Fi+--+~+--1 +-tj:~j ··f-

1 _t~; +-- -~ f -·- ··-- -i; -.. ,-=+- +-+--+-+ +-!--l--+ +-+--,' ' 
~---. ___ ::::::::::::_-_-_ _-_-_-_·-_-_-_ti----_- --·-··f--jt_-_--j+_-_--l+--_-a-1_-_-J j -1-1-+- ---- ·I __ ---. " . -· --fl;( 
'n -----------·- -------1-• '· j ~.:-1_-_-_;-_-_-_+t--+ __ +,-::_'"~::::t_ --- -+- _ II ]) 

H -- - ·f---f---1-+-!-+- I , lb ---- -- -- 1- i- I__ 1 - --f-------- 13 -- 7" 
1-16 --- --- ---=--- t -~-- ;. -- -- ----- ---- - _---~•---] i r--=-~ +-- --- i:-i --- --- :G 

1 i ···l····1 ,, ·tr;-·· ' ; 
f~--

" 
----

l;~L ------
:22 

23 2T----- -- ---- -------

1-:eterangan 

Jurnk,h 

l 

' " T< 

L,aki lak, 

l'erempuan 

f'PkP1"]1\ 

Tuk;mg 

M<'metLJllJI 

hqmla [k,-,~ 

--'.+tt f I i. i : lt1±it'' j-·+·-
' I l I I 

I i)I] 
j :t I ·-t + I ' , ' _j_ '"' !11.L'·-1--, . l 

I' I'! I I I•••'•, +--··-· 
--t---~ ' - -i -·l -· - ·1·· . -··~···-

. I I I I . . c I , . . t , ±:l . . 1 1 ' 
--+-+ tu I f+-- t1~- i:: 

----- --- l-- - - I - - -- --- -- -----t _ i _1 _ .. I I i L . _ I t _ ... _j 
. +-t l i 1--t I I i I +-: : 

Md Mandor 

Dl Ds [)alam DFsa 

>.rlh '-"~' llpsa 

A-kTM /\n?_<>;Ola f<umah T,mr:g" !\A,skm 

Jc.rn!al, 

Uesa tanggal 

l',·bk,-,ana l\rgLatan 

i-.elU<i 

_L_ 
··22 

" 

-

---+ 



---
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Vlll FORMAT DAFTAU f'ERIIITUNGAN H(Ji,;. JAN PENl,:R!M,·,:\:--J INSC:NTIF UE'l0\1' SISTE':l\1 ~:?AH HOR(JNG 

Desa 

h:ecamatan 

Kabupaten !...A~\Ut-;CAt\ 

Patok/L-Okasi keg, 

,c '.'arna 
,. 

RTM 
I 

.kn,s ..;, ~,at,,n 

Pt·kerp,,01 

Masa kffja t;,;1 

Volume d:hasilk 

Kate Ol'l 

p n: '" !...:et ,, ,, Kl, 

l 1;0,,; PckerJa I 

l J-il)IS: Tuj.;ang 

i IHY...: l\n Kirk j 

Upah borong/s,11 

!'al\da tangan,'Cap Jempol kiri 
it!dak boleh diwak,lkan) I 

--t------~------t----'~rCf-'+~f~'--fC'-+c''-+--"-'+-------'lc, __ :+c------~l------1-, 12 ' 0 , ,I ' I , 0 

! 

I 

2 

1Kctual 

' 
3 I' 

' i 
C, ,, 

5 
I ---·---

0 

T 

,--------+--H-+-+-+-+-+--1-------
8 

9 
9 lO 

10 

II 

12 

i t-----------C.' --+-++-+--1---l--1--_j_ ______ _ 
I 

Jumlah; 

Keterangan 
l,ak1-lak1 
Pcrcmpuar. 

Des" 
l uha11g 

dlm l),;larn 
!\-RTM Anggota Rumah Tanggr,, J\1,sj.;in 

Mcn,·etUJUl. 

Kepala Desa 

Desd . , tangga; 
Pelaksa,,a l...:cgl.ltar, 

l(~tua 

l 
I 

i 

l 
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IX. FOi<lvlAT Kf.l:lUTCl IA:\ MATERIAL. GAHAN 

Desa 

Kccamatan 

No 

I 
2 
3 
4 

J!::NlS KEGl,\TA.'< & 
Nama Ra1Hitg_, ballau 

yang dilrntuhkan 

JENIS KEG!ATAc\ - 1 

11 .. }_ENIS 1.,:'i':'6iATAJ\~-i1_·· 
I 
2 
3 
4 

Ill ~_ENIS KEG_IATAN•lll 
I 
2 

4 

IV 
1 

2 

3 
4 

Keterangan_. 

Menge1ahu1, 
Kepala Desa 

DAFT/\R 
i\EllLTLJIAN VIAH,RlAI_,.. f3Allil.N 

T.1.hun 

SPESWIKA'il TF:i\Nl:C, 

J\11Nl\.1i\l 

Kabupate11 

VUl.l.-J\11·: 
KEBLTU I !A.'< 

Llesa 

.!AWA TIML'R 

JL-Vl.Ali VOi l. 'v1E 

Uar: 
dah,rn 
Dt'sa 

Dan luar 
l.lesa 

, tanggal 

PeL1ksana Kt:"g1atan 

I 



' 

X FORYIAT DAFTAk REAL!SASI S\VADAYA DAt';A 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATE~ 
PROVle\Sl 

No. 
NAMA PENYL:'.\18ANG/ 

RT/ R\\'_, [)L'SU..: 

.... 

., " 

Total Jumla.h S11,whJ.\·c1 

. 1-..eteiangan 

IJAFTAR 
R~:ALISASI SW ADA YA D.\r'<:\ 

T,dlllll 

JF:t\lS f-:EGIAT-\1'< 
BL:l,1\t\ 

Kesanggupnn Recil1»<1si 

Swaclfl\'a " " bu'.an lalu "'" 
R" R" 

. 

' 

.. 

. 

.. ... 

" 

Nilru Swadaya \-\ns\·arakat d11s1 sesua1 ~\>.iHla_•;.t nmg d1b(·nlrnr. 

. 

Dl'»a. 
MengctahLu, 

Kepala Desa 

Real1S>1SI Re,1li~as1 Sid 

bul,m 1111 " " bul,m in, 

Rn l<p. 

' 

. . 

""' 

., tanggal. 

Pelal;<;ann Kcgmtan 

Kc-tua 

'h, 

"' . 

. 

I 

. 

. . 
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XI FOkMAT DAHAR REALISASJ SW ADA YA HAJ-IAN/ RARANG 

DES/\ 

hECAM/'iTAN 

KAHL'l'ATEN 
l'ROVlNSJ 

Nr Nmna l'envumlmng/ J<T/RW 
Nama 

Balian/ 
Barang 

) 

hesang 
gupm1 

Swadava 

_3q_ 

DAFTAl< 
REALISASJ SW ADAY A BAHAN/ RARAN(~ 

Tahun 

.Jl·:NJS KLCIATAT\ 

HULAN 

Volume Target d;,n Rr-nl1;,m,1 Sw.-1ci,1ya 

Rf'a.hsas1 l--fral1susi 
R(·al1sas1 

SAT 
hulan lalu 

s/d bin '%, 
bulan 1111 

!Ill 

I 

i 
Toud .Jumli-1.h Swmla_va C 

Keterangan Bentuk SwadayB Mas_varakat dus1 sesuai swadaw1 v,mg d1herik/l.ll 

Mc>nget;;hu1, 

K<'pcda llt-sa 

) 

Target 
Swadaya 

Rp. 

Jtu,1]ah J>1akirda1• 11ila1 ,;wadaya tnhadap 1,1p1al1 

. 

R,·ahsm,1 Rf'al,;,as1 

bulan lalu bulan mi 

l~P- Rp. 

' I 

l)n,d . tnnr:J;r1! 

l'daksann 1..:,•grnt;iT1 

!(crun 

l<{·ali,;a,;1 S/d 
b1dan mi 

J~p. 

".-., 



I 

-

- --- 1--

iii 
C 
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XIII. FORMAT SURAT PERNYATMN HIBAH 

SURAT PERNYATMN HIBAH 

Yang bertanda tangan dibawah ini 
Nama 
Jenis Kelamin 
Tempat Tanggal Lahir 
Pekerjaan 
No.KTP 
Alamat 
Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama. 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama 
Jenis Kelamin 
Tempat Tanggal Lahir 
Pekerjaan 
No.KTP 
Alamat 
Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua. 

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas ± ...... m 2 yang 
terletak di Desa. ... . Kecamatan. ..... Kab ....... , dan menyerahkan kepada Penerima 
Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan 
Prasana Desa. 

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut : 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan ............................. . 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan 
3. Sebelah Timur berbatasan dengan 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan 

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya 
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan 
dari pihak manapun juga. Apabila dikemuclian hari ada gugatan dari ahli waris saya, 
maka sepenuhnya saya bertanggung jawab. 

Mengetahui 
Kepala Desa .................... . 

Menyetujui: 
Ahli waris: 
Suarni/Istri 

SAKS! - SAKS! 
I. 

2. ·················· 

Anak: 

( .................... I 
( .................... I 

. ............ , tanggal .... tahun 

Yang menyatakan 
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XIV. FORMAT SURAT PERNYATMN TIDAK MENUNTUT GANT! RUG! ATAS 
BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN 

SURAT PERNYATMN TIDAK MENUNTUT GANT! RUG! 
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN 

Yang bertanda tang an di bawah ini : 

Nama 

Bertindak untuk dan atas nama 
Urnur 
Alam.at 
Nomor KTP 

.............................................................. 

. ·····································•······················· 

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya 
apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang 
terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Desa ............ beru.pa: 

Pekerjaan Pembangunan 
Objek yang terkena dampak 
Lokasi Kegiatan 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh 
rasatanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya . 

.................. , tanggal, bulan, tahun 
Yang Menyatakan 

MATERAI 
Rp. 6.000 
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XV FORVIAT PE:\'11::RlKSAAJ\ KECili\TA\J 

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN 

Kl'giatan 
Desa 
Kecamatan 
Kabupaten 
Tanggal 
l-'t'ker1mrn vang d1pt'1·1ks:1 

Jerns Prkt'1Jaan 

LAMONCA\J 

Sketsa U,1111\J;11 
dan Ukurnn 

l3ahan dan AlHl \'ang l1ipenksa 

,Jen1s 1:1ahan dan Alai 

Mengetahlll 
Kepala Desa 

i , illlli,al1 

V0]\lmt' 

Yg dwapa1 

h:L«liildS 

f-----~-----1-clc'<cks<'l'''-"'"'""--1 Catatan Pr·rnenksaan 
cies\1<11 

n 
T1dak S,·sum T1dak 

\'olume Ku<1.l1ta~ f---~=c;,~---,-~=""=~--, Cata tan Pr·menksaan 
Sesum Tidak Scsuai T1dak 

I 

I 
I 

I 

I 
' 

[ksa . Tnllggf'll, 
Pemcriksa 



....., 
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XVI. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN 

Pekerjaan 

Volume Kegiatan 

Lokasi 

BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN 
Nomor: .................. 2014 

Biaya Rp. ·························································································· 

Pada hari ini bertempat di . .. . .. . .. . .. .. . .. . pada ............. {tanggal, bulan, tahun) telah 
dilakukan musyawarah perubahan kegiatan, dikarenakan adanya hal-hal yang 
menyangkut pengurangan/penam.bahan target fisik atau perubahan spesifikasi 
berdasarkan pertimbangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara lain : 

1. Kepala Desa 
2. Wakil-Wakil Masyarakat 
3. Pelaksana Kegiatan ................ . 

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-hal sebelum 
diubah, hal-hal setelah diubah dan alasan-alasan teknis terjadinya perubahan kegiatan 
disajikan dalam format terlampir. 

Demikian berita acara ini kami dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat 
mengetahuinya 

Mengetahui/Menyetujui Pelaksana Kegiatan ............. . 
Kepala Des a ........... . Ketua 
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XVII. FORMAT PERUBAHAN KEGIATAN 

PERUBAHAN KEGIATAN 
(Contoh) 

Nama Kegiatan 
Lokasi Kegiatan 
Pagu Biaya 

No Hal yang 
diubah 

1. Bibit lele 

: Budidaya Lele 
: Dusun Made 
: Rp.30.000.000,-

Keadaan sebelum 
adanya perubahan 

Bibit Lele Dumbo 

Keadaan setelah 
perubahan 

Bibit Lele Siliwangi 

-- - - -
Keterangan: Agar dilampirkan rencana kegiatan dan RAB perubahan 

Mengetahui 
Kepala Desa ...................... . 

( .................................. ) 

Tanggal Perubahan _______ _ 

Sebab Perubahan Akibat Perubahan 

Kelangkaan bibit lele dumbo • Jumlah bibit lele lebih banyak; 

• Perlu pelatihan pengelolaan ternak 
lele siliwangi; 

• Membutuhkan lahan lebih luas; 

Dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Budidaya Lele 
Ketua 

I .................................. l 
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xvm_ FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA 
PENYELESAIAN MASALAH 

BERITA ACARA 
MELALU! MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH 

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan kegiatan pembangunan 
desa, pada hari ini. 

Hari/ Tanggal 
Tempat 

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk menyepakati penyelesaian masalah yang 
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, 
sebagaimana daftar hadir terlampir. 
A Permasalahan yang dibahas: 

B. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian masalah: 

C. Bantuan pihak-pihak dalam penyelesaian masalah: 

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang terjadi, peserta musyawarah 
bersepakat serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir 
dari musyawarah penyelesain masalah ini, yaitu: 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Mengetahui 
KepalaDesa 

1----------------------------------1 

. .............. Tanggal, .... , ...... , ........... . 

Ken,aBPD 

1----------------------------------1 

W akil Masyarakat 

1---------------------------------~ 



NO 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

dst 
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DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA 
DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH 

NAMA ALAMAT TANDA TANGAN 



-48-

XIX. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

DAFTAR ISi 

Hal 

KATA PENGANTAR................................................................................. i 

DAFTAR TABEL .................................................................................... . 

DAFTAR ISi ............................................................................................ . 

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1 

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN ..................................................... . 

2. I Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

2 .2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa ........................ . 

2 .3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan ........... . 

2 .4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ............. . 

BAB III REALISASI BIAY A ................................................................... . 

BAB IV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ............................. . 

BAB IV PENYELESAIAN PERMASALAHAN, KENDALA DAN HAMBATAN 

3. I Penyelesaian Permasalahan .............................................. . 

3.2 Penyelesaian Kendala dan Hambatan .............................. . 

BAB V PERUBAHAN KEGIATAN ......................................................... . 

BAB VI SERTIFIKASI KEGIATAN 

BAB VII KESIMPULAN ........................................................................... . 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................ . 
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XXI Format LAPORAN l'ENGADUAN MASYARJ\KAT 

lksa 

KC'n<mntan 
K,1bup;1ten 
l'rov111s1 

Tanggal 
N<> 

l'rngadu an 

LAMONCIAN 

· JAWA TIMUI~ 

l(knt11as l't"ngadu 

--- -

Mr-nvrtu1u1 
K,·pHli-l lksH 

) 

"50-

LAl'ORAN l'ENliAUUAN MASYARAKAT 
Tanggal Status: 

.. ... 

f'crrnasnlnh;in Kcgi«tan 
------

I 
I 
I 

I 
I 

i 

.. ) 

) 

T1nrbk lm1JUl pcng:uluan 

Desa .. T:ingg;-,L 

f'Plaks:-rna Keg1;-11,-rn 

KetuH 

I 

Status 

!'roses Selrsai 



XX!! FORMAT LAPORAN MASALA!--1, KENDALA DAN IIAMBATAN 

Dcsa 

Kt·cama1an 

No. K(•giatan 

I Masalnh 

I 

2 

l 

-

II Kcndala dan I lamUatan 

I 

2 

.1 

--

-·- ,. ---

Menyetujui 
Kt'pala l)csa 

Masalah, 
Kend,ib dan Jlambatan 

·--·· ---· ---

-----

----

----------

) ) 

5 I -

LAPORAN MASALA!l, K!·:NDALA DAN l!AMHATAN 

Tanggal Stcitus: 

f\ahup;c,t,:-n 

Provins1 

Upaya yang D1lakuk:m Untuk Mc-n_vcksmkan Masalah, 
Kcnda)a dan l!arnbatan 

----- - --
,,. ___ 

--

Hantuan P1hak Lam v;mg Diharnpkan dHIHm 
l'cnvel(·saian Masal,1h, K,·ndala dan !iam!H11c1n 

~-------

Des;i. .. ,tanggal. 

l'r]nksana Kf'gw1;in 

Kct11,1 

-

- - ... 

I 



XVl!L FORMAT REAUSASl Hl:\Y:\ Kl~Gl:\Tr\;,..· 

Desa 
Kec-amatan 

Kabupaten 
Pronnsi 

l:RAIAI'< 

1 BAHAN 
1.1 

1.2 
1.3 
1.4 

1. 

2 ALAT 

2. 1 
2.2 
2.3 
24 
2. 

0 UPAH 
3 1 
3.2 
3.3 
3 

Volume 

Dan 0fl.fl 

Total APH Sumber 
Desa Lain 

a b C 

-S2-

l<E.\l.!SASI BI:'IYA KH;JA''."A'.\ 

Tahun. 

Kegrnt Lil ' 

Dc1ri Satuan 
Harga Satwm 

Swadan-1 
11,p1 

d~a- I) C ' g 

' 

I I 

Jcmlah Al-'!:l 

D<csa 

[Rp1 

I lrb:... g 

Suli -~otal 11 f Kp 

' 

I 
S~b Total 2) Rp 

' ' 

Sub Total J j Rp 

Total 131:i_\<1 Keg1ataJ1 

Jumlah 
Sumber Lam 

(Rp.) 

I~ c x g 

Rp 

Rp 

Rp 
Rp 

Sumbn flan;i 
Total Rmy;i Sumber Lam Rp 
Total B1a_vc1 S\\'s,da_\'d Rp 

I 

MenyetUJUl 
Kepala Desa 

Tomi 
I --
' 

Rp 

l lesa ..... , tHnggal 

i'elaksana Keg1atan 
Ketua 

Jumlah 
Swadaya 

(Rpj 

J~ d X p 

Rp . 

Rp . 

' 
' 

Rp 

. 



XIV. FORMAT REKAPITULAS! REAL!SASI BIAYA 

N<> 

" 
I 

2 

3 

4 

---

Dcsa 

Kccamatan 
-- -- -

B1dang/ ,kms Kcg1atan 

l:hdang 

b 

l'enyelenggaraan "-
Pt"mennlahan b_ 
l)esa < 

l'cmbangunan 
a. 

b. 
l)(:Su 

' 
-- -- ---- - -- - -- ----- -
Pcm Ill ml an ' 
Kcmas_y.'lnikatan 

b. 

< 

;1. 

l'em\Jcrdc.1\aan "-
Mnsy:lrab1t ' 

d. 

-----

--

.,. --
-

,frnis Kegwtan 

,-

-- ... 

__________ ,,_ ----- --- -- --

--·-

------ -

MenyetUJUI 

Kepala Desa, 

--

- -

-53-
) 

R.EKAPITULAS! REALISASI BIAYA 

TAI-IUN. 

Lokisi Vulurn(' 

d ,-

,Jumlah Per B1dang 1 

-
,Jumlah Pn H1da_l_l_J;__L 

--

Jumbh l'cr B1dnng 3 

Juml:ih Per f~1t1,::1g ~ 

JUMLAH TOTAL 

- -

,Jum!ah Wp) 

I 

-·--
----- -

---

Kahupaten 

f'rov1ns1 

J)an,1 Dcs.i. (Rp) 

' 

--

) 

Biuya dan Sumbcr Pf'mbiavaan 

/\IJ!) (Pp) 

h 

--··---·-

----

- ---------- -----

-

--
--- ----- --

l'cll1('J"1t1Ulh 
Swadeiya (Rp) 

l'11sat / J l;-wrnh 

-- -

< ; 

- ---
L ____ -

Dr;a ,tanggal. 

Pelaksanu Kegmtan 

Krtua 

l'ilwk Kc11g;1 

k 

----

- --

- ------

-

- ----- -~ 
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XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN 

FOTO KEGIATAN 

FOTO KONDISI AWAL (0%) 

KEGIATAN: ................................... . 

4] 

LOKASI (A) 

LOKASI (B) 

LOKASI(C) 
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xxv. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan) 

FOTO KEGIATAN 

FOTO KONDISI 40% 

KEGIATAN: .................................. .. 

LOKASI(A) 

LOKASI (B) 

LOKASI (C) 
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xxv. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan) 

FOTO KEGIATAN 

FOTO KONDISI 80% 

KEGIATAN: .................................. .. 

LOKASJ (A) 

LOKASI (B) 

LOKASI (C) 
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xxv. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan) 

FOTO KEGIATAN 

FOTO KONDISI 100% 

KEGIATAN: ................................... . 

4] 

LOKASI (A) 

LOKASI (B) 

LOKASI (C) 
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XXV. FORMAT C,AMBAR PURNA LAKASANA 

( ( 

C./\MI3AR 

1--'URN/\LAhSANA 

KA..BUPATEN 

hECAMATAN 

l)F:SA 

,JE:\11S 1'1-<'ASAl-<'i\NA 

LOhASI 

,JUl)UL l~AMBAR 

D1gc1rnlmr Okh 
Tim l'd,1ksr1m1 

hcg1:11an {K:.1dcr 
T('kn1k) 

D1p!'nk:c,a d,111 

Di~ctujui ukh 
Te11aga Ahli 

Profes1on>1l/ Dincis 

lllSlctllSi tnkic1it 

mbm Dan .... Lcmbl 
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XXVII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA 
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

BERITA ACARA 
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA 
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran ........... di 
Desa.... .... Kecarnatan . .. .. .. . .. .. Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur 
makapada: 

Hari dan Tanggal 
Jam 
Tempat 

. ····························•"''''''''''''''''''''''' 
: dari pukul.. ....... s.d. pukul ........ . 

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka 
Pertanggungjawaban Kegiatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat, 
desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir. 

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku 
unsur pirnpinan rapat dan narasumber adalah : 

A. Materi Bahasan 
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain: 
1. Laporan pelaksanaan kegiatan; 
2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan 

kegiatan; 
3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat; 
4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan m.asukan masyarakat; 
5. dst ... 

·····································································································• 

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber 
Pemimpin Ra pat ...................... dari ............................. . 
Sekretaris / Notulis ...................... dari ............................. . 
Narasumber 1 .................... dari ............................. . 

2 .................... dari ............................. . 
3 .................... dari ............................ . 
4 .................... dari ............................ . 
5 .................... dari ............................ . 
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XXVII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA 
DALAM RANGKA PELAKSANMN PEMBANGUNAN DESA 
(lanjutan) 

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana 
tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa dalam rangka 
pelaksanaan pembangunan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal 
yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

··································································································· 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
··································································································· 
··································································································· 
···································•""····················"•·"···········"····""""··"···· 
··············""···········•·"·····················•"'''"····················"·····"········ 

11. Dst ........ . 

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab 
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya . 

Mengetahui 
Kepala Desa 

( ................................. J 

............... Tan.ggal, .... , ...... , ........... . 

KetuaBPD 

( ................................. J 

W akil Masyarakat 

( ................................. J 
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XXVJI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA 

NO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

dst 

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 
(lanjutan) 

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA 
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

NAMA ALAMAT TANDA TANGAN 
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XXVIII. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN 

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANMN KEGIATAN 
DAFTAR ISi 

Hal 

KATA PENGANTAR........................................................................................... i 

DAFTAR ISi ...................................................................................................... . 

BAB I PENDAHULUAN. .... ..... ... . ... ...... ..... ... . .... ..... ... . ... ... .... ... . .. . ... .... ... . ... . ....... I 
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II. LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PELAh:SANAAN 

No. Judul Formulir 
Pasal Nama I Ceklis 
terkait Form ' 

·--
1 Rencana kerJa keg1atan Desa Pasal 59 

···-
F 11 1 ' 1 

2 CeklIs materI sos1ahsas1 keg1atan Desa Pasal 60 F II 2 ' 2 ------ ·-· 

3 Cekl1s mater1 pembekalan danlalau pelat1han dalam ra~gka pelaksanan PasaI 62 f- 11 3 ' 3 

4 Ceklis dokumen adm,n,strasI pelaksanaan keg1atan Pasal 63 f II 4 ' 4 
~ 

5 Pengadaan tenaga kerIa Pasal 65 -~· 
5 1 Pendataan kebuluhan tenaga kerJa F II 5.1 ' 5 

5.2 Pendaftaran calon tenaga kerJa F 1,.5 2 ' 
,j 

5 3 Pembayaran upah harIan F II 5 3 ' ' . 
5.4 Pembayaran upah borongan _£_ 1.1~~ ' 3 ---- . 

6 Pendayagunaan sumberdaya alam yang ada d1 Desc1 - ----·----· -- l-Pasal 66 

6 1 Daftar kebutuhan mater1allbahan F ,, 6 1 . v ' -· 1-- --'-·----
7 Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakal Pasal 67 --·-- --------!------

7 1 Daftar real1sas1 swadaya dana F 17 1 ' 
,, 

-- ---·- - ·----- --- f-- ---------.--
7 2 Daftar real1sas1 swadaya barangl bahan F ,I 7 2 ' 11 

7 3 Daftar realIsasi tenaga sukarela F :I 7 3 ' '2 -----
8 Dokumen pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat Pasal 68 

8.1 Pernyataan pemberIan h1bah dan warga masyarakal kepada Desa atas F ;I s 1 , w 13 
8 2 Pernyataan kesanggupan dan warga masyarakat untuk t1dak mem1nta 
ganti rugI alas bangunan pr,bad1 dan/atau tanaman yang terkena dampak F !: 8.2 ' w 14 
kegIatan pembangunan Desa 

9 PemerIksaan Keg1atan 

,91 Laporan pemeriksaan keg1atan 40% 80% 100% Pasal 75 F i. 9 1 ' 15 
10 Benta Acara perubahan kegiatan 

·-1-f:'.asal 7~- i..£!~ . w __ _:_~_ ---
10.1 Tabel Perubahan Kegiatan (lampIran F.1I 10) F II 10.1 w 17 

11 Berita Acara PenyelesaIan Masalah Pasal 80 F II 11 w 18 
12 Outline laporan pelaksanaan kegiatan pembangun~n_[2~ Pasal 83 ~---·-· F 11.12 w 19_ 

121 Perkembangan pelaksaaan perkerJaan FI: 12 1, 20 -·----- -- ---- -· -------- - --~-
12 2 Pengaduan masyarakat F.I 12 21 21 ----------· 
12 3 Masalah, kendala dan hambatan F.I. 12 31 22 
12 4 Realisasi bIaya Fl 12 41 ' 23 
12 5 Rekap1tulas1 Reahsas1 B1aya Fl 12 5, ' 24 

·- ·--· 
12 6 Format foto dokumentasI kegIatan F.1 12 6 w 25 
12 7 Gambar purna laksana F.I 12 7 ' 26 

------ --
13 Ber1ta Acara Musdes dalam rangka Pelaksanaan l:_1:r1_1~a_ngunan Desa pasal 85 F Ii 13 1 w 27 ---- -~ 

13.1 Laporan per1anggungJawaban akh1r (out1,re1 FI: 13.1 w 28 

-- -· --
Ill FORMULIR PEMANTAUAN PEMBANGUNAN DESA 

1 Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 88 F 1111 ' C1 
-· 

2 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan F 1112 ' C2 

,...,_ Jumlah Formul1r 30 
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c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal 
mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan 
penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis 
dilakukan oleh Camat. 

Pasal 87 

Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABY 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 88 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan 
sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa 
berlakunya. 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada 
dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, 
dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam 
Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 89 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
Pada tanggal 2 September 2015 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

ERAH KABUPATEN 
NGAN 

ONUREFENDJ 

BERITA DAERAH KABUPA EN LAMON GAN TAHUN 2015 NOMOR 34 

pengundangan 
Berita Daerah 


